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Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015.

Laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Tahun 2015. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk komitmen
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk
senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan. Namun demikian, kami mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat
bagi perbaikan maupun peningkatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan

reformasi birokrasi.

Tim Pelaksana RB
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(RB) secara bertahap dari tahun 2007-2015 di seluruh Kementerian/Lembaga di
tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi/kabupaten/ Kota). Rendahnya pelayanan publik,
birokrasi tidak efektif, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), rendahnya keterbukaan
informasi publik dan kurangnya disiplin aparatur pemerintah merupakan dasar
keputusan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Secara formal, keputusan pelaksanaan reformasi birokrasi dilandasi oleh Inpres No.
5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang isinya antara lain
adalah penyiapan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik. Pada dasarnya, reformasi birokrasi adalah reformasi pola pikir, pola sikap,
pola tindak, manajemen kinerja, dan budaya kerja aparatur berbasis peran bukan
wewenang berbasis melayani untuk peningkatan pelayanan publik, bukan berbasis
kekuasaan. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis
dalam rangka membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna untuk mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan kerja Kemenko PMK (dahulu bernama
Kemenko Kesra) pada dasarnya sudah dilaksanakan selama lebih dari 5 (lima)
tahun. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari tanggal 15 Desember 2010, dengan telah
disahkannya Perpres No 71 Tahun 2010, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang kemudian
pada tahun 2015 Perpres tersebut diperbaharui melalui Perpres 109 Tahun 2015
Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
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Sejak awal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan
nomenklatur Kementerian Koordinator yang dahulu bernama Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sejalan dengan itu, dilakukan
penyusunan struktur baru Kementerian Koordinator Kemenko PMK yang kemudian
telah disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK No 1 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan. Didalam proses penyusunan struktur Kemenko PMK dan
proses pembentukan jabatan baru, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Pasal 46 tertulis bahwa @APada s
berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan
diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden inio Pel anti kan pej al
di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan baru dilaksanakan pada bulan September 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK adalah untuk
meningkatkan kinerja aparatur dan sekaligus membersihkan dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN). Kemenko PMK akan terus berupaya dalam
mengembalikan kepercayaan publik, sebagai bentuk komitmen dalam
menjalankan Reformasi Birokrasi dan menjadikan tahun 2010 sebagai titik tolak
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK melalui implementasi 8
program Reformasi Birokrasi, yang terus di evaluasi dan dinilai pelaksanaanya
setiap tahun guna memperoleh informasi perkembangan pelaksanaannya dan
mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 i 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010), dan
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 i 2019 (Permenpan & RB No. 11 Tahun
2015), yang juga telah dituangkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi
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Kemenko Kesra 2015 1 2019. Pada gilirannya masing-masing program

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kemenko PMK harus dapat mencapai

hasil (outcome) yang diinginkan sebagai berikut ini :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Manajemen perubahan: terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,
konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Reformasi Birokrasi pada seluruh tingkatan PNS Kemenko PMK;

Penataan Peraturan Perundang-undangan:Tercapainya peraturan
perundangan-undangan yang harmonis dan sinkron dan pelaksanaannya
yang efektif dan efisien;

Penataan dan Penguatan Organisasi: meningkatnya efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dan terhindarkannya duplikasi
tugas fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi
Penataan Tatalaksana: Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan
standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan;

Penataan Sistem Manajemen Aparatur: terbangunnya sistem manajemen
aparatur yang kompeten, professional didukung sistem informasi
kepegawaian yang akurat, transparan dan akuntabel,

Penguatan Pengawasan: Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan
efektif serta taat pada peraturan, serta berjalannya pengelolaan keuangan
negara yang andal dan terpercaya;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja
organisasi yang efektif;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Terselenggaranya pelayanan publik
yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau;

Dengan tercapainya sasaran dan keluaran hasil (outcome) pelaksanaan

program.
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BAB Il
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Refarmas

Dalam RPJMN 2015 i 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga
dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan,
perumahan, dan mental/karakter;

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan
pangan kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan
kelautan, serta pariwisata dan industri;

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok

pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur.

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:
. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiridan tidak
menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (entitled society)
. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar
d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swastadan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

| 3 DIMENSI PEMBANGUNAN

o w

2]

|
HIMEé}SIé&EgﬂBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN DAN
awaclia KEWILAYAHAN
Revolusi Mental ) Kedaulatan Pangan ok Pendapatan
= Kedaulatan Energidan i,tAanStarkel d
) Pendidikan cita 8&1 Ketenagalistrikan aWaC A ntarwilayah: (1) Desa; (2)
Nawac Kesehatan 3% e maritiman dan Kelautan Perbatasan; (3) Tertinggal; (4)
Perumahan Pariwisata & Industri Perkotaan
Nawacita 4 . i
Kepastian dan Penegakan Nawacita 1 KONDISIPERLU  Nawacita 9 Tata Kelor:!aa:ivggﬁezfommsi
Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik dan Demokrasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Gambar 1Tiga Dimensi Pembangunan

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peranan penting dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya tata kelola yang baik,
target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.

Secara umum berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, maka tugas Kemenko

PMK adalah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi

dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Didalam Renstra Kemenko
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PMK Tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah
prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek,
menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam menjalankan tugas

dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance.

KEMENKO PMK 202919

VISI MISI TUJUAN
Menjadi koordinator| 1. Mengoordinasikan dan a. Meningkatnya kualitag
Pembangunan Manusi mensinkronisasikan perumusal koordinasi, sinkronisas
dan Kebudayaan untul penetapan, dan pelaksanag perumusan, penetapan , da
Mewujudkan Indonesig kebijakan pembanguna pelaksanaan sertg
yang Berdaulat, Mandiri manusia dan kebudayaan pengendalian  pelaksanaa
dan Berkepribadiar| kebijakan pembanguna
berdasarkan Goton¢ 2. Mengendalikan pelaksanaa| manusia dan kebudayaan
royong. kebijakan pembanguna
manusia darkebudayaan
3. Mendorong perwujudan b. Meningkatnya Kualitas
manusia dan kebudayaal hidup, keberdayaan da
Indonesia yang berkualitas budaya gotong royong
manusia Indonesia.
4. Meningkatkan Kapasita| c. Tercapainya birokrasi yan
kelembagaan Kemenko PMK. handal, terpercaya dai
akuntabel pada Kementeria
Koordinator bidang
Pembangunan Manusia da
Kebudayaan.

Tabel 1. Rencana Strategis

Sejalan dengan hal tersebutlah, kemajuan pelaksanaan RB dan hasil-hasil yang
diperoleh Kemenko PMK sejalan dengan tujuan pencapaian pembangunan
nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

A. Birokrasi yang akuntabel,

B. Birokrasi yang efektif dan efisien;

C. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas;

D

. Birokrasi yang bersih, tertib dan melayani.
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B. Hasil(Outcome)

Hasil yang telah dicapai selama kurun waktu hampir 5 (lima) tahun pelaksanaan

reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah:

1. Manajemen Perubahan

a.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Kemenko PMK yang
melakukan rencana kerja sesuai dengan tugasnya serta melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tersebut;

Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit
kerja di Kemenko PMK dan disosialisasikan kepada pegawai di Kemenko
PMK;

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi di Kemenko PMK melalui pembentukan tim Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

Pimpinan terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a.

Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis;

Adanya SOP penyusunan peraturan perundang-undangan;

Adanya monitoring dan evaluasi dalam sistem penyusunan peraturan

perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

a.

b.

Telah dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui Permenko No
1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK;

Melakukan evaluasi penataan dan penguatan organisasi;



Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa

Gambar 2Permenko PMK Nomot Tahun 2015
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4. Penataan Tatalaksana
a. Memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan
fungsi dan menerapkan SOP tersebut;
b. SOP dievaluasi disesuaikan dengan tuntutan efisiensi, dan efektivitas

organisasi.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di Kemenko PMK;
b. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sampai dengan 5 tahun
kedepan;

c. Melakukan proses penerimaan pegawai secara transparan dan objekitif;

Diberikan kepada

Fementerian Boordinator Ridang Ke

Atas partisipasinya dalam pelaksanaan seleksi Calon ww w
Tahun 2013 secara transparan, akuntabel, adil serta bebas dan korupsi,
kolust dan nepotisme, dengan metode Computer Assisted Test (CA'D
dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi

mumms

Gambar3. Piagam penfargaan atas pelaksanaan sési CPNS 2013

d. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
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e. Melakukan promosi jabatan yang dilaksanakan secara terbuka;

‘

. )
cr

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 3 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON 3459444 (HUNTING), FAKSIMILE 3453289, 3843768
WEBSITE : http://www.kemenkopmk.qo.id — e-mail: panseljpt@kemenkopmk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR:Z7|PANSEL/JPT/IX/2015

TENTANG

SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I/a) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2015

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I/a) di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015 sesuai dengan Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015
tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/_embaga serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang para Pegawai Negeri
Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai
berikut:

I. KETENTUAN UMUM
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I/a) yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini sebagai

berikut :
NO NAMA JABATAN ESELON
1. | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I/a
2. | Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana I/a
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial I/a

Deskripsi jabatan lebih rinci sebagaimana tercantum pada Lampiran A pengumuman ini.

B. Persyaratan Umum

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumati sakit pemerintah;

3. Tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai PNS;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
Telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang
untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;

o o

Gambar4. Surat Pengumuman Seleksi Terbuka

f. Menerapkan penetapan kinerja individu (SKP);
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g. Menerapkan aturan disiplin di lingkungan Kemenko PMK salah satunya

pemberian beasiswa bagi pegawai yang disiplin;

Gambars. PermenkoPMK Nomor 3 @ahun 2013
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